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PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Indonesia adalah negara dengan pluralisme sistem hukum. Konsep pluralisme 
menjelaskan hukum sebagai suatu lapangan sosial yang didalamnya terdapat lebih dari satu 
tatanan hukum. Pluralisme sendiri menurut teori Griffiths pada dasarnya membedakan 
konsep pluralisme menjadi pluralisme yang lemah (weak legal pluralism) dan pluralisme 
yang kuat (strong legal pluralism) (Lidwina Inge Nurtjahyo, 2011: 35). Hal ini dibuktikan 
dengan berlakunya 3 (tiga) sub sistem hukum dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu 
Hukum Barat, Hukum Adat dan Hukum Islam dari masa kemerdekaan Negara Republik  
Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang. Dalam rangka pembangunan sistem 
hukum nasional Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, 
maka keanekaragaman sistem hukum itu jelas kurang mendukung pembentukan sistem 
hukum nasional yang mantap (Mohammad Jamin, 2004: 48). 
Dalam sistem hukum nasional, di antara ketiga subsistem hukum yang berlaku di 
Indonesia menunjukkan dominasi pengaruh hukum barat, jika dibandingkan dengan sistem 
hukum adat maupun hukum Islam. Hukum barat banyak berpengaruh dalam kehidupan 
hukum Bangsa Indonesia mengingat selama kurang lebih 3,5 abad lamanya Bangsa Belanda 
mempraktekkan politik penjajahannya di negara kita. Dominasi hukum barat dan masuknya 
pengaruh Hukum Islam, perlahan tapi pasti memarginalkan posisi hukum adat sebagai 
hukum asli yang dimiliki Bangsa Indonesia yang berurat dan berakar dalam budaya 
masyarakat Indonesia. Hal ini menjadikan posisi Indonesia menganut pluralism yang lemah 
(weak legal pluralism). Karena negara mengakui sistem-sistem hukum non-negara tunduk 
keberlakuannya dibawah hukum negara. 
Hukum adat sebagai salah satu sumber hukum nasional telah memiliki porsinya 
sendiri diantara sistem-sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Bahkan, In general, current 
Indonesian practices founded on the idea of regionalism and bhinneka tunggal ika (unity in 
diversity) offer more opportunities for indigenous legal traditions to function (Secara umum, 
praktek-praktek (hukum) Indonesia yang ada saat ini dibentuk berdasar pemikiran dari 
masing-masing daerah dan Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda tapi tetap satu) memberikan 
ruang lebih pada hukum masyarakat/adat untuk berfungsi kembali) (Kenji Tokawa, 2015: 
17). 
Dengan demikian, eksistensi hukum adat dan masyarakatnya (dalam hal ini adalah 
Masyarakat Hukum Adat) yang sudah menempati wilayah nusantara ribuan tahun yang lalu 
bahkan sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, setelah Amandemen kedua 
Undang-Undang Dasar 1945 (tahun 2000) mulai mendapatkan tempat yang memadai dengan 
pengakuan dan perlindungan dalam Pasal 18B ayat (2), yang berbunyi “Negara mengakui 
dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya 
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”. 
Bentuk perlindungan dan pengakuan Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat 
dalam UUD 1945 inilah yang kemudian dikonkretisasi dalam wujudnya pengakuan di 
berbagai Undang-undang sektoral khususnya yang mengatur Sumber Daya Alam dan 
Undang-undang lainnya, di antaranya adalah Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang 
Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman,Undang-
Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
Hukum adat yang diartikan oleh Soepomo sebagai hukum yang tidak tertulis dalam 
peraturan-peraturan legislatif (unstatutory law), meliputi peraturan-peraturan hidup yang 
meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat 
berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan 
hukum (Soepomo di dalam Mohammad Jamin, 2004: 10). 
Menurut Djojodigoeno, hukum adat memandang masyarakat sebagai paguyuban, 
artinya sebagai suatu hidup bersama, manusia memandang manusia yang lainnya sebagai 
tujuan, dimana perhubungan-perhubungan manusia menghadapi sesamanya manusia dengan 
segala sentimennya, sebagai cinta, benci, simpati, antipati, dan sebagainya yang baik dan 
yang kurang baik (Djojodigoeno, 1958: 5). 
Ditinjau dari segi filosofi hukum adat yang hidup, tumbuh dan berkembang di 
Indonesia, sesuai dengan perkembangan masyarakat yang bersifat dinamis, sesuai dengan 
nilai-nilai pancasila yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 
Penegasan Pancasila juga sebagai sumber tertib hukum sangat berarti bagi hukum adat 
karena hukum adat berakar pada kebudayaan rakyat sehingga dapat menjelmakan perasaan 
hukum yang nyata dan hidup dikalangan rakyat dan mencerminkan kepribadian masyarakat 
dan bangsa Indonesia (Surojo Wignjodipoero,1983: 14). 
Ditengah kemajuan zaman yang semakin pesat, eksistensi masyarakat hukum adat 
harus tetap dijaga, sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang harus dihormati dan 
dilindungi hak-haknya setara dengan warga negara Indonesia yang lain. Beberapa 
masyarakat hukum adat ada yang mampu mengikuti atau terbuka terhadap perkembangan 
zaman yang masuk kedalam wilayah masyarakat hukum adatnya. Tetapi sebagian pula ada 
yang menolak masuknya perkembangan zaman dan tetap berada pada jalur nilai-nilai luhur 
yang dipercayainya. Seperti yang terdapat dalam masyarakat hukum adat Baduy, khususnya 
yang ada di Baduy dalam. 
Keberlakuan hukum adat jika bersinggungan dengan masyarakat diluar hukum adat 
seringkali sulit diterapkan. Hal ini disebabkan masyarakat luar kurang memahami, bahwa 
aturan-aturan adat yang diberlakukan adalah untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan 
keberlangsungan hidup masyarakat hukum adat. Kurangnya kesadaran dari masyarakat luar 
terhadap hal tersebut, mampu menjadi hambatan kurang efektifnya penerapan sanksi adat. 
Salah satu kelompok masyarakat adat di Indonesia, adalah masyarakat hukum adat 
Baduy dalam yang menolak masuknya segala macam bentuk modernisasi kedalam wilayah 
hukum adatnya, bahkan penolakan masuknya Warga Negara Asing (WNA) ke dalam wilayah 
Baduy dalam sudah menjadi hukum adat yang berlaku di wilayah Baduy dalam. Terdapat 
nilai-nilai luhur tersendiri pada segala aturan-aturan adat yang berlaku disana, namun 
ditengah roda perkembangan zaman yang luar biasa ini, sungguh tidak mudah 
mempertahankan hal tersebut. 
Kehidupan masyarakat Baduy yang masih memegang ketradisionalan serta hukum 
adatnya, banyak menarik minat masyarakat di luar masyarakat adat Baduy, baik untuk 
berwisata budaya maupun untuk tujuan lain sehingga tidak tertutup kemungkinan masyarakat 
luar Baduy secara sadar atau tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan adat yang 
berlaku. Keinginan untuk meliput kehidupan yang ada disana dengan berbagai macam alat 
rekam audio visual modern yang ada. Jika hal tersebut dilakukan secara diam-diam dan 
illegal, maka akan dikenakan sanksi adat yang berlaku karena merupakan bentuk 
pelanggaran adat berupa masuknya teknologi modern yang telah ada di dalam aturan-aturan 
adat Baduy. 
Menjaga, melestarikan, dan mengakui keberadaan serta apa yang ada di dalam 
masyarakat hukum adatnya. Sanksi adat memang dimaksudkan untuk mengembalikan 
keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat (I Dewa Made Suartha, 2015: 
1). Kita sebagai masyarakat Indonesia seharusnya dapat menghargai segala sesuatu yang 
berkaitan dengan masyarakat adat, termasuk hukum dan sanksinya. Maka dari itu jika suatu 
sanksi adat diterapkan kepada pelanggar, hendaknya ditaati walaupun mengesampingkan 
hukum negara yang berlaku, karena hal tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan 
keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran tersebut. 
Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam 
mengenai penerapan sanksi adat yang terjadi di Masyarakat Baduy dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi penerapan sanksi adat terhadap pelanggaran yang terjadi. Penjatuhan sanksi 
adat menjadi salah satu reaksi adat terhadap pelanggaran peraturan-peraturan adat. 
Keberadaan sanksi adat dalam kenyataan masyarakat hukum adat di beberapa daerah tertentu 
di Indonesia merupakan wujud dari mekanisme kontrol sosial yang tumbuh dan berkembang 
di alam tradisi masyarakat yang bersangkutan (Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005: 53). 
Berdasarkan pada pemaparan latar belakang masalah diatas. Maka, dengan ini, 
penulis tertarik untuk memberikan judul skripsi berupa, “PENERAPAN SANKSI ADAT 
TERHADAP PELANGGARAN YANG TERJADI DI TERRITORIAL MASYARAKAT 
HUKUM ADAT BADUY.” 
 
